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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini 

dikarenakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara agraris, sehingga setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia senantiasa 

membutuhkan dan melibatkan soal tanah. Bahkan pada sebagian masyarakat, 

tanah dianggap sebagai sesuatu yang sakral, karena di sana terdapat simbol status 

sosial yang dimilikinya. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Negara Indonesia 

saat ini diharapkan pada masalah penyediaan tanah. Tanah dibutuhkan oleh 

banyak orang sedangkan jumlahnya tidak bertambah atau tetap, sehingga tanah 

yang tersedia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan yang terus meningkat 

terutama kebutuhan akan tanah untuk membangun perumahan sebagai tempat 

tinggal, untuk pertanian, serta untuk membangun berbagai fasilitas umum dalam 

rangka memenuhi tuntutan terhadap kemajuan di berbagai bidang kehidupan.  

Mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat maka 

diperlukan pengaturan yang lengkap dalam hal penggunaan, pemanfaatan, 

pemilikan dan pembuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Semua ini 

bertujuan untuk menghindari terjadinya persengketaan tanah baik yang 

menyangkut pemilikan maupun perbuatan – perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh pemiliknya. Untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian akan hak 

atas tanah Undang-Undang Agraria No. 5 Tahun 1960 telah meletakkan 

kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di 

seluruh Indonesia, disamping bagi pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas 

tanah yang ada padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1
 Jaminan 

kepastian hukum ini tercantum dalaam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang – 

Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, yang berbunyi sebagai berikut : ” 

Untuk menjamin kepastian hukum hak dan tanah oleh Pemerintah diadakan  
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pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang 

diatur dengan Peraturan Pemerintah”
2
 

Ketetapan diatas mengandung pengertian bahwa hal – hal yang menyangkut 

kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah harus diikuti dengan kegiatan 

pendaftaran tanah baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun oleh Badan Hukum 

ke Kantor Pertanahan guna mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah yang 

dikuasainya atau yang dimilikinya. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan 

yang dillakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan 

teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan pengkajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai 

bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat 

bukti haknya bagi bidang –bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik 

atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
3
 Dengan 

diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum daripada tanah 

tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang punya dan 

beban apa yang ada diatasnya.
4
  

Hal tersebut harus ditunjang dengan pembangunan hukum dan aparat 

penegak hukum, yang dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian 

hukum yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan agar hak – haknya 

dilindungi dari orang–orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam rangka 

menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah harus 

tersedia perangkat hukum pertanahan yang tertulis, lengkap dan jelas yang 

mengatur tentang pendaftaran tanah. Berdasar ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c 

UUPA, sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang “kuat”, artinya: harus 

dianggap yang benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan 

dengan alat bukti yang lain. Bahwa surat-surat tanda bukti hak itu berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat berarti, bahwa keterangan-keterangan yang tercantum 

di dalamnya (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar, selama dan sepanjang 

                                                                
2 Pasal 19 ayat (1) UUPA 
3 Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 
4 Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: CV. Rajawali. 1991, Hal. 95. 



 

 

tidak ada alat pembuktian yang lain yang membuktikan sebaliknya. Dalam hal 

yang demikian maka pengadilan lah yang akan memutuskan alat pembuktian yang 

benar. Dengan kata lain, dengan masih adanya peluang para pihak mengadakan 

tuntutan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah, dapat disimpulkan 

bahwa kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah tidaklah mutlak.
5
 

Penyertifikatan lahan milik masyarakat terus berjalan, karena lahan milik 

warga baik yang berupa perkarangan maupun ladang, akhirnya memiliki status 

yang jelas. Dengan berserifikat lahan tersebut memiliki kekuatan hukum, juga 

memiliki kekuatan atau nilai ekonomi. Indonesia memiliki sekitar 14,83 juta 

hektar lahan gambut sehingga merupakan salah satu  negara dengan lahan 

gambut tropika terluas di dunia setelah Kanada, dan Amerika Serikat.
6
 Gambut 

adalah  material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan 

yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa. Lahan gambut 

memiliki arti penting sebagai cadangan terbesar karbon dunia dan merupakan 

sistem penyangga kehidupan, menjadi sumber air, sumber pangan, menjaga 

kekayaan keanekaragaman hayati, serta berfungsi sebagai pengendali iklim 

global. Pengelolaan gambut telah dilakukan sejak era Pemerintahan Orde Baru 

hingga pemerintahan sekarang. Berbagai kebijakan, program, dan regulasi telah 

dikeluarkan oleh pemerintah dalam merespon masalah seputar pengelolaan lahan 

gambut ini di mana beberapa diantaranya gagal, tepat sasaran, atau bahkan perlu 

dikaji ulang. 

Warga dan kelompok tani mengeluhkan, usulan perhutanan sosial di lahan 

gambut belum juga mendapatkan kepastian dari Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan. Sampai semester I 2019, terdapat 237.472 hektar usulan 

perhutanan sosial di ekosistem gambut belum mendapatkan kejelasan. Dari 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan, segera menerbitkan 

Peraturan Menteri tentang Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut. Seiring 

dengan kegiatan pembangunan di Indonesia, luas gambut dan hutan dari tahun ke 

                                                                
5  Boedi Djatmiko, dalam http://patonivictory.blogspot. 

com/2013/04/sertipikat-hak-dan-kekuatan.html, diunduh tanggal 31 Januari 2021. 
6  Indonesian National Carbon Accounting System, “Sekilas tentang Indonesia”, http://www.incas-indonesia.org/id/ 
data/national data/#source-5 diakses 09 Desember 2020 



 

 

tahun semakin berkurang. Pemerintah melalui Inpres Nomor 10 Tahun 2011 yang 

dilanjutkan dengan dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2013 dan Inpres Nomor 8 

Tahun 2015 berusaha untuk menyempurnakan tata kelola hutan alam primer dan 

lahan gambut.  

Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi ini untuk menyelesaikan berbagai 

upaya penyempurnaan tata kelola hutan primer dan lahan gambut. Upaya-upaya 

ini memang tengah berlangsung untuk menurunkan emisi akibat penebangan dan 

penyusutan hutan.  Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

ditugaskan  untuk mengupayakan pengurangan emisi dari hutan dan lahan 

gambut. Dilakukan melalui perbaikan tata kelola usulan kegiatan usaha pada 

hutan dan lahan gambut yang ditetapkan pada Peta Indikatif Penghentian 

Pemberian Izin Baru (PIPPIB) melalui izin lingkungan. Kemudian kepada 

Gubernur dan Bupati/Walikota menunda penerbitan rekomendasi dan izin lokasi 

baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain 

berdasarkan PIPIB pembaharuan PIPIB pada kawasan hutan dan areal 

penggunaan lain dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Kepala Badan 

Informasi Geospasial, bekerja sama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional. 

Tetapi adanya inkonsistensi dalam penetapan lokasi gambut dah hutan alam 

primer ini mengakibatkan terganggunya kegiatan pendaftaran tanah. Presiden 

Republik Indonesia Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menghentikan 

pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut.  Tujuan awalnya 

adalah perbaikan tatakelola kehutanan dan gambut di Indonesia. Sementara salah 

satu tugas dari Menteri Agraria dan Penataan Ruang adalah melanjutkan 

moratorium hak atas tanah, antara lain HGU, Hak Pakai pada areal penggunaan 

lain berdasar Peta Indikatif Baru terutama yang ada di lahan gambut,  untuk 

pengelolaan  lahan, ada hak-hak lain yang juga bisa diberlakukan seperti hak 

milik. Ini terutama kalau diajukan oleh perseorangan dan dalam skala yang tidak 

luas. Meskipun ada peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang 

tetap memungkinkan penerbitan hak di atas lahan gambut, namun tidak ada 



 

 

kejelasan dan kekuatan karena secara hirearki lebih tinggi Inpres. Penghentian 

bersifat sementara atau moratorium itu meliputi penghentian penerbitan hak-hak 

atas tanah baik berbentuk hak guna usaha (HGU) dan hak pakai pada areal 

penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru 

(PIPPIB).    

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Pekanbaru, yang masuk kawasan 

gambut yaitu tanah Ibu Lusi Mulwandari nomor sertifikat hak guna bangunan 

No.329 dengan luas tanah 249 M2 terletak Kelurahan Labuh Baru Barat, 

Kecamatan Payung Sekaki. Beliau memiliki sertifikat tanah yang diatas tanah 

berdiri sebuah bangunan permanen yang telah didaftarkan pada 29 maret tahun 

1995. Namun ternyata masuk kedalam kawasan gambut, padahal diatas tanah 

tersebut berdiri sebuah rumah tempat tinggal (bangunan perumahan). Banyak 

sekali dijumpai kasus tanah yang sebagian besar mulanya adalah daratan (bukan 

gambut)  tetapi kini justru sebagian besar masuk ke dalam peta lahan gambut, 

adanya kebijakan baru dari Pemerintah Pusat tentang moratorium (pemanfaatan) 

lahan gambut. Dikarenakan tidak ada sosialisasi yang memadai, maka kebijakan 

ini mengejutkan dan membingungkan warga, dan celakanya pembuatan peta atau 

kawasan yang masuk ke lahan gambut tidak dilakukan secara cermat.
7
 Daerah 

yang semula masuk kategori areal penggunaan lain (APL) dan bahkan menjadi 

permukiman dan ladang,  kini  dinyatakan sebagai lahan gambut, akibat dari 

perubahan peta lahan gambut ini,  maka warga yang masuk ke dalam peta lahan 

gambut.  

Selain kasus Ibu Lusi Mulwandari terjadi juga pada sertipikat Bapat 

Soemanto dimana sertipikat Hak Guna Bangunan yang terletak di kelurahan Air 

Hitam, Kecamatan Payung Sekaki dengan luas ± 125 m
2 

masuk juga kedalam 

kawasan PIPPIB menurut SK MenLHK No.SK 

66B/MenLHK-PKTL/LPCOH/P.L.A/L.2021. Sementara menurut Perda Kota 

Pekanbaru No.07/2020 tentang RT/TW 2020-2024 termasuk kawasan perumahan. 

Dan sebagaiamana disebut di atas maka penulis tertarik untuk membahas 

permasalahan tersebut yang dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul” 

                                                                
7 https://www.borneonews.co.id/berita/38392-sertipikat-prona 



 

 

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Yang Sudah 

Terdaftar Yang Berada pada Lahan Gambut di Kota Pekanbaru. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses kegiatan pendaftaran yang berada dikawasan gambut 

berdasarkan instruksi presiden no.5 tahun 2019 di kota pekanbaru? 

2. Bagaimana peran pemerintah daerah terkait dalam proses kegiatan  

pertanahan yang berada di lahan gambut tersebut? 

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah berada di 

kawasan gambut di Kota Pekanbaru?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Memberikan informasi kepada pembaca bagaimana proses pendaftaran tanah di 

kawasan gambut berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2019 di Kota Pekanbaru. 

2. Mengetahui peranan pemerintah terkait proses sertifikasi kawasan gambut 

tersebut. 

3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak 

atas tanah yang sudah terdaftar yang berada di kawasan gambut di Kota 

Pekanbaru. 

D. Manfaat Penelitian 

Berangkat dari perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, ada 

beberapa manfaat yang ingin penulis peroleh. Adapun manfaat tersebut penulis 

kelompokan menjadi 2 ( dua ) kelompok, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis baik di 

bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum kenotaritan . 

b. Untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis 

khususnya bagi sertifikasi Kawasan Gambut, yang berkaitan dengan kepastian 

sertifikasi lahan. 

2. Manfaat Praktis 



 

 

a. Penulis mengharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran 

mengenai hukum Perikatan, berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab 

pihak notaris di Indonesia. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum yang 

masih tidak tau bagaimana tatacara atau proses pengurusan sertifikasi kawasan 

gambut sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan tata Kelola Hutan Alam 

Primer dan Lahan Gambut. 

E. Keaslian Penelitian 

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah bagaimana pelaksanaan 

“Perlindungan Hukum Tentang Sertipikat Di Atas Hutan Gambut (Studi Di 

Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru)”. Sehingga penelitian ini merupakan satu 

– satunya dan karya asli dan pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan 

proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran 

ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan informasi yang diketahui 

dan data yang dimiliki serta penelusuran pendahuluan yang diadakan di 

kepustakaan khususnya di Sekolah Pasca Sarjana Magister Kenotariatan 

Universitas Andalas Padang, judul yang penulis angkat ini belum ada yang 

melakukan penelitian sebelumnya, walaupun pernah ada penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Syafruddin, (017011081), Magister Kenotariatan Unversitas 

Andalas Sumatera Utara, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah”. Oleh sebab itu proposal penelitian yang 

penulis ajukan ini adalah asli dan aktual serta orisinil, maka oleh karena itu 

penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Penelitian lainnya 

yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain: 

Afriansyah , (2019) yang meneliti “Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kota Pekanbaru” 

Chayani, (2018) yang meneliti “Implementasi Kebijakan Pertanahan (Studi Kasus 

Pada Bagian Pendaftaran Tanah di Kecamatan Tampan Kota Pekenbaru” 

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis  



 

 

Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum atau 

teori khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma - 

norma dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas 

permasalahan penelitian. Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran- 

pemikiran teoritis, oleh karena ada hubungan timbal baik yang erat antara teori 

dengan  kegiatan  pengumpulan  dan  pengolahan  data,  analisa,  serta  

konstruksi, data.  

a. Teori Kepastian Hukum  

Kepastian Hukum, Menurut Sudikno Mertukusumo
8

 kepastian hukum 

merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara 

yang baik. berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang 

mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum”, 

yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena 

adanya hukum tertib (rechtsorde). 

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya 

aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang 

boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi 

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang 

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau 

dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa 

pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam 

putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya 

untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. 

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin 

kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi 

kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas 

lain yakni  hukum  harus  menjamin  keadilan  maupun  hukum  harus  

tetap  berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk 

yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian 

                                                                
8  Sudikno Mertukusumo, 2014, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Cahaya Atma, 

hlm.40. 



 

 

oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.  

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum 

undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada 

ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan 

“rechtswerkelijkheid”  (kenyataan  hukum) dan dalam undang-undang tersebut 

tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma 

adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi 

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 

dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun 

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi 

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. 

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian 

hukum.
9
 

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, 

yaitu sebagai berikut :
10

 

1. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid). Asas ini meninjau dari sudut yuridis. 

2. Asas keadilan hukum (gerectigheit). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, 

dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan 

pengadilan 

3. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid ) atau utility. 

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan 

kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian 

hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan 

sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, 

summa crux”  yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali 

keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan 

                                                                
9  Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum,  Kencana, Jakarta, hlm.158 
10  Dwika,“Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, http://hukum.kompasiana.com. 

(02/04/2011), diakses pada 1 September 2020 

http://hukum.kompasiana.com/


 

 

merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling 

substantif adalah keadilan. 
11

 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, 

adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa 

yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi 

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang 

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau 

dilakukan oleh Negara terhadap individu.
12

 

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung 

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut 

pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, 

tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. 

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya 

membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan 

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan 

atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.
13

 

b. Teori Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban seseorang ada seimbang dengan kerugian yang 

diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. 

Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab 

karena orang itu memiliki suatu kualitas tertentu. 
14

 Kranenburg dan Vegtig 

mengemukakan bahwa mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat ada dua 

teori yang melandasi, yaitu Teori Fautes Personalles dan Teori Fautes de 

Servuces yang akan diuraikan sebagai berikut: 
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1. Teori Fautes Personalles yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak 

ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah 

menimbulkan kerugian. Menurut teori ini, beban tanggung jawab ditujukan 

pada manusia selaku pribadi. 

2. Teori Fautes de Servuces yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian 

terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang 

bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. 

Dalam  penerapannya,  kerugian  yang timbul  itu  disesuaikan pula 

apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau  

kesalahan  ringan,  dimana  berat  dan  ringannya  suatu  kesalahan 

berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.
15

 

Dalam suatu negara hukum, setiap tindakan jabatan yang dilakukan oleh suatu 

perwakilan (vertegenwoordiger) yaitu pejabat (ambtsdrager) harus berdasarkan 

pada asas legalitas, artinya setiap tindakan jabatan harus berdasarkan pada 

wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenannya,  

penggunaan wewenang untuk melakukan tindakan hukum harus dapat 

dipertanggungjawabkan. 
16

 

Dalam Hukum Administrasi Negara, tanggung jawab dapat dibagi menjadi tiga  

yaitu  tanggung jawab administratif, tanggung jawab  politis,  dan tanggung 

jawab yuridis. Dalam tanggung jawab administratif, pemerintah memberikan 

sanksi kepada pejabat yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan dalam 

pertanggung jawaban administratif merupakan sanksi administratif yang berupa 

teguran hingga pemecatan dari jabatan. 

Pertanggungjawaban politik dalam realitasnya berkaitan dengan sistem politik 

atau lebih memusatkan pada tekanan demokrasi (democratic pressure). 

Pertanggungjawaban yuridis mengandung arti bahwa pejabat dan instansi 

pemerintah dalam menyelenggarakan kewenangannya yang merugikan 
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kepentingan pihak lain harus mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan 

hukum atas tindakannya tersebut. Pertanggung jawaban hukum dapat dilakukan 

melalui Hukum Pidana dan Hukum Perdata. 

Hans Kelsen mengemukakan dalam teorinya mengenai pertanggung jawaban 

bahwa: “Seseorang bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan 

tertentu atau karena ia memikul tanggung jawab hukum tersebut yang berarti ia 

bertanggung jawab apabila ia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan 

dengan hukum.”
17

 Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa pertanggungjawaban 

sangat erat kaitannya dengan sanksi, selain itu ia juga menyatakan bahwa 

pertanggungjawaban dibagi menjadi: Pertanggung jawaban individu, pertanggung 

jawaban kolektif, pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) 

dan pertanggungjawaban mutlak (absolute responsibility). 
18

 

Dalam pertanggungjawaban individu, seorang individu bertanggung jawab 

terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada 

pertanggungjawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab terhadap suatu 

pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat dikenakan kepada 

seorang individu yang melakukan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan 

individu lainnya tetapi ia berposisi dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku 

delik. Menurut teori tradisional pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan 

pertanggung jawaban mutlak (absolute responsibility). Pertanggung jawaban 

berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung jawab atas 

pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan 

untuk menimbulkan kerugian. Pertanggung jawaban mutlak artinya seorang 

individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak 

sengaja dan tidak diperkirakan. 

Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggung 

jawaban, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum 
                                                                

17 Hans Kelsen, 2013, General Theory Of Law And State, Teori Umum Hukum Dan 
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18 Hans Kelsen, 2006, Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & 

Nusamedia, Bandung, (selanjutnya disingkat Hans Kelsen II), hlm. 140 



 

 

yang luas  yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab 

yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan 

kewajiban secara aktual dan potensi seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, 

atau  kondisi yang menciptakan tugas untuk  melaksanakan Undang - Undang. 

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu 

kewajiban dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan, dan kecakapan 

meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang 

dilaksanakan. Liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu 

tanggung gugat akibat kesalahan yang   dilakukan   oleh   subjek   hukum. 

Responsibility  berarti  suatu  kewajiban  atau  hal  yang  dapat 

dipertanggung jawabkan, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan 

kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang- undang yang 

dilaksanakan. Responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik. 

Sedangkan menurut Munir Fuady pertanggung jawaban hukum dari pemerintah 

menyatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab secara hukum kepada 

rakyatnya muncul dalam teori sebagai berikut :
19

 

1. Teori hukum umum, yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk 

pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena 

kesalahan atau tanpa kesalahan (strict liability). Dari teori ini selanjutnya 

muncul tanggung jawab hukum berupa  tanggung  jawab pidana, perdata, 

dan administrasi negara. Tanggung jawab hukum dari pemerintah seperti ini 

dilakukan di depan badan pengadilan. 

2. Teori demokrasi, yang menyatakan bahwa setiap yang memerintah harus 

mempertanggungjawabkan tindakannya kepada yang diperintah, karena 

kekuasaan yang memerintah tersebut berasal dari yang diperintahnya (rakyat). 

Dari teori ini muncul tanggung jawab yang dari para penyelenggara negara, 

termasuk tanggung jawab yang berakibat kepada “pemakzulan” 

(impeachment). Tanggung jawab pemerintah secara politis ini dilakukan di 

depan parlemen dengan atau tanpa keikutsertaan badan- badan lain. 
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Beberapa prinsip-prinsip yang terkait dengan tanggung jawab yang sering  

diterapkan dalam upaya perlindungan hukum: 

1.   Prinsip Tanggung jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan 

Prinsip  tanggung jawab  berdasarkan  unsur  kesalahan  (fault  

liability atau based  on fault)  adalah prinsip  yang umum dianut. Prinsip ini 

menyatakan  seseorang  baru  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban 

secara   hukum   jika terdapat   unsur   kesalahan yang dilakukan.  

Berdasarkan prinsip ini konsumen diberikan tanggung jawab untuk 

membuktikan adanya unsur kesalahan pelaku usaha yang tentunya berdampak 

memberatkan konsumen. 

2.  Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab 

Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab 

(presumption of liability principlep), sampai ia dapat membuktikan ia tidak 

bersalah. Jadi beban pembuktian diletakkan pada tergugat (pelaku usaha). 

3.  Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung jawab 

Prinsip  ini  merupakan  kebalikan dari  prinsip  sebelumnya, dimana 

pihak  yang dibebankan  untuk membuktikan  kesalahan  itu  terdapat 

pada konsumen. Konsumen dianggap selalu bertanggung jawab, sampai ia 

dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. 

4.   Prinsip Tanggung jawab Mutlak 

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) adalah prinsip tanggung 

jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, 

tetapi masih terdapat suatu pengecualian yang memungkinkan dibebaskannya 

dari  tanggung jawab,  yaitu  keadaan force majeure. Prinsip tanggung 

jawab mutlak ini secara umum dipergunakan untuk menjerat pelaku usaha, 

khususnya pelaku usaha yang memasarkan produk dan merugikan konsumen. 

Dalam perlindungan konsumen penerapan prinsip tanggungjawab mutlak ini 

dikenal dengan product liability. 

5. Prinsip Tanggungjawab Dengan Pembatasan 

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini (limitation ability principle) 

sangat disenangi pelaku usaha, karena pelaku usaha dapat membatasi secara 



 

 

maksimal tanggung jawabnya.  

a. Teori Perlindungan hukum 

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang 

menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, 

Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori 

perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan 

dam mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyrakat karena dalam 

suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat 

dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. 

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga 

hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia 

yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan 

yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala 

peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya 

merupkan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku 

antara anggota anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerinta

h yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.
20

 

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum.  Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon 

bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat 

preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap 

hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan 

yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk 

penanganannya di lembaga peradilan. 

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat 

didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar 

adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif. Dari uraian para ahli 
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diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran 

dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu 

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, 

baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik 

yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan 

hukum 

b. Teori Kesepakatan 

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan maka perlu dilihat 

apa itu perjanjian, dapat dilihat pasal 1313 KUHPerdata. Menurut ketentuan 

pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sebab Kesepakatan 

atau kata sepakat merupakan bentukkan atau merupakan unsur dari suatu 

perjanjian (Overeenkomst) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan 

dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu 

kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak.  

Kata sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana 

pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak. 

Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah :
21

  

“suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat 

untuk menimbulkan akibat hukum.” 

Menurut Riduan Syahrani bahwa : 
22

 

“Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak 

yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau 

menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada 

paksaan, kekeliruan dan penipuan”. 
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Jadi yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak 

antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Tentang kapan terjadinya 

persesuaian pernyataan, ada empat teori, yakni :  

1. Teori Pernyataan (uitingsheorie), kesepakatan (toesteming) terjadi pada saat 

pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima 

penawaran itu. 

3. Teori Pengiriman (verzendtheorie), kesepakatan terjadi apabila pihak yang 

menerima penawaran mengirimkan telegram. 

4. Teori Pengetahuan (vernemingstheorie), kesepakatan terjadi apabila pihak 

yang menawarkan itu mengetahui adanya acceptatie, tetapi penerimaan itu 

belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). 

5. Teori Penerimaan (ontvangstheorie), kesepakatan terjadi saat pihak yang 

menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. 

Azas Consensualitas mempunyai pengertian yaitu pada dasarnya perjanjian 

terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan, dimana perjanjian tersebut harus 

memenuhi persyaratan yang ada, yaitu yang tertuang dalam Pasal 1320 

KUHPerdata. 

Perjanjian seharusnya adanya kata sepakat secara suka rela dari pihak untuk 

sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata yang 

mengatakan bahwa : Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena 

kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan.  

Dengan demikian jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subyektif, 

maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika suatu perjanjian yang 

dibuat oleh kedua pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu 

adalah batal demi hukum. 

2. Kerangka Konseptual  

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga di dukung oleh 

kerangka konseptual yang merumuskan defenisi – defenisi tertentu yang 

berhubungan dengan judul yang diangkat, yang dijabarkan sebagai berikut : 

a. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah 

secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, 



 

 

pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 

yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan 

satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi 

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah 

susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 

b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang 

Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan 

Alam Primer dan Lahan Gambut 

c. Kawasan Gambut adalah lahan basah yang terbentuk dari timbunan materi 

organik yang berasal dari sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan 

yang membusuk. 

G. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan Masalah 

Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode pendekatan Yuridis 

Empiris, Pendekatan Yuridis Empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan 

untuk menganalisis sejauh mana suatu peraturan perundangan hukum berlaku 

efektif sehingga lingkup penelitian adalah inventarisasi hukum positif yang 

merupakan kegiatan pendahuluan, di sini peneliti tidak hanya mengungkapkan 

segi negatif dari suatu permasalahan namun juga segi positif sehingga dapat 

diberikan suatu solusi. 

Dalam pendekatan ini sebenarnya bagaimana  menemukan  law in action 

dari suatu peraturan sehingga perilaku yang nyata dapat di observasi sebagai 

akibat diberlakukannya hukum positif dan merupakan bukti apakah telah 

berperilaku sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau 

Undang-Undang).
23

 

Oleh karena itu selain menggunakan pendekatan yuridis dilakukan pula 

pendekatan empiris yang berbasis pada analisa data primer yang diperoleh dari 

penelitian dilapangan melalui metode wawancara, sehingga diperoleh keterangan 

yang lebih mendalam tentang hal-hal yang berkenaan dengan berbagai faktor 
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pendorong yang berkenaan dengan pelaksanaan dari suatu peraturan. Dalam 

pendekatan yuridis penelitian ini berbasis pada analisa data primer yang diperoleh 

dari penelitian dengan metode wawancara.  

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini bersifat Deskriptif Analistis. Penelitian deskriptif   

analistis menggambarkan suatu perundang-undangan yang berlaku yang kemudian 

mengkaitkan dengan teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif yang 

berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.  

Penelitian hukum diskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk 

memperoleh gambaran tentang keadaan hukum ataupun perilaku nyata yang 

berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu untuk kemudian dilakukan analisa 

atas keadaan tersebut, dalam hal ini adalah notaris maupun pihak terkait yang 

pernah membuat akta pengakuan hutang secara pribadi. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini :  

a.  Data Primer / Data Lapangan  

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di 

lapangan yang diperoleh langsung pada pihak bank dan yang dilakukan dengan 

wawancara/interview, teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara 

semi terstruktur maksudnya pertanyaan telah disusun dan disiapkan 

sebelumnya, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menanyakan suatu hal 

yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang sedang ditanyakan dengan 

pertanyaan selanjutnya, wawancara ini dilakukan dengan pihak – pihak yang 

terkait dalam masalah. 

b. Data Sekunder  

Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum 

yang terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat yang mencakup perundang – undangan yang berlaku yang 

ada kaitannya dengan permasalahan di atas. Adapun peraturan yang 

dipergunakan adalah : 



 

 

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum memberikan penjelasan mengenai 

hal bahan hukum Primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, 

diantaranya :  

1. Buku – buku yang berkaitan. 

2. Makalah – makalah dan hasil penelitian lainnya. 

3. Teori – teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur yang  

dipakai. 

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti berasal dari Kamus Hukum dan Eksiklopedia yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

Populasi adalah seluruh objek atau individu atau seluruh kejadian yang akan 

diteliti. Populasi dalam penulisan ini adalah pada para pihak yang terkait dalam 

penulisan ini sehingga data diperoleh dapat akurat. 

Penarikan sampling merupakan proses dalam memilih suatu bagian populasi 

dan populasi yang ditunjuk adalah subjek yang ditunjuk sesuai dengan penelitian. 

Untuk menentukan sample yang   representative diperlukan teknik sampling. 

Teknik yang digunakan adalah teknik purpose sampling. yang dimaksud dengan 

purposive bahwa pengambilan sample tersebut disesuaikan dengan tujuan 

penelitian, penelitian tentang akta pengakuan hutang mengambil sampel pada 

notaris yang pernah membuat akta pengakuan hutang pribadi maupun terhadap 

para pihak terkait dalam akta tersebut. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Data primer yang telah berhasil dikumpulkan dari para nara sumber baik secara 

wawancara maupun daftar pertanyaan akan dianalisa secara kualitatif berdasarkan 

bahan hukum sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan. Selanjutnya data 

tersebut disajikan secara deskriptif untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan, 

metode penarikan yang dilakukan adalah induktif. Data-data yang telah penulis 

kumpulkan baik secara primer dan sekunder akan dianalisa dan diteliti serta 



 

 

menjelaskan uraian secara logis. 

6. Sistematika Penulisan  

Agar penulisan tesis ini lebih terarah dan teratur, maka akan dibagi dalam 4 bab 

yakni :  

BAB  I  PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan berisikan uraian – uraian tentang latar belakang,  

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

teoritis dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini disampaikan tentang tinjauan hukum tentang lahan 

gambut, bagaimana pengurusan sertipikat lahan gambut. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini akan membahas tentang uraian permasalahan yang akan 

diteliti mengenai bagaimana proses persertipikatan kawasan gambut 

berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2019. 

BAB IV  PENUTUP  

Merupakan bab penutup dari tesis yang mana berisikan tentang 

kesimpulan yang ditarik mulai dari bab I sampai dengan bab III. Pada 

bab ini juga berisikan tentang saran sebagai sumbangan pemikiran guna 

melengkapi tujuan penulisan tesis ini. 

 


